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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAKSI :

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan
pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengujian kendaraan bermotor
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum pada undang-undang ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1987, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011,

Peraturan daerah yang mengatur retribusi Tera/Tera ulang perlu disesuaikan dengan
banyaknya item tera/tera ulang yang belum menjadi objek retribusi. Dengan demikian, maka
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.
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